BABII

HUKUMAN TAKZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Takzir

Dalam bahasa arab 7a’zir adalah bentuk mashdar dari kata 3} - 33 yang
secara etimologis berarti gl‘j 335\, yaitu menolak dan mencegah. Kata kata ini

memiliki arti 3}243 menolong atau menguatkan.Hal ini seperti firman Allah berikut.
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“supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan

(agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan
petang.” (QS. AL-Fath (48):9)

Kata ta’zir dalam ayat ini juga berarti ols3s %L\Els 57333 Ldac, yaitu
membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).
Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir yang dikutip M. Nurul Irfan
dan Masyarofah dalam buku Figh Jinayah mengatakan bahwa takzir adalah
pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Begitu pula dengan beberapa

definisi takzir dibawah ini:
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Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i,
seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi
bukan menuduh ( orang lain berbuat zina).

Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar’i.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu takzir
adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian takzir
tidak termasuk dalam katagori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih
keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati'

Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk
hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’,
melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penetapannya maupun pelaksanaannya.
Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’
dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi, istilah takzirbisa digunakan untuk hukuman
dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dalam menentukan hukuman takzir, penguasa hanya menetapkan hukuman
secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman
untuk masing-masing takzir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman,
dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian, ciri

khas dari jarimah takzir itu adalah sebagai berikut:

'M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Figh Jinayah, (Jakarta : Amzah ,2013). 137.
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1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum
ditentukan oleh syara’, ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah takzir di samping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada
ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syarak, seperti riba dan suap.
Selain itu yang termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu jarimah-jarimah yang
sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syarak (4udud) akan tetapi syarat-
syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya,
pencurian yang tidak sampai selesei atau barang yang dicuri kurang dari nishab
pencurian, yaitu seperempat dinar.

Telah disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas takzir tidak boleh
menyamai hukuman diyat atau ukurannya berada dibawah hukuman hudud, atau
dengan arti kata ukuran hukuman takzir untuk setiap bentuk kejahatan adalah
dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Hal ini
mengandung arti bahwa takzir untuk kejahatan seksual adalah dera yang jumlahnya
kurang dari 100 kali, atau hukuman lain yang setimpal dengan itu. Takzir untuk
fitnah bukan dalam bentuk tuduhan berbuat zina, misalnya tuduhan membunuh
hukumannya dera yang jumlahnya dibawah 80 kali atau hukuman lain yang setimpal.
Takzir untuk pencurian dalam jumlah yang kecil dikenai hukuman yang kadarnya

dibawah potong tangan atau hukuman yang setimpal seperti tahanan.Takzir untuk
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peminum yang tidak tergolong khamr adalah dibawah 40 kali dera atau hukuman

yang setimpal®.

B. Dasar Hukum Takzir
Dasar hukum pelaksanaan hukuman takzir dalam Alquran dan hadis nabi
Muhammad saw tidak diterapkan secara terperinci dalam segi jarimah atau
hukumanya, karena dipertimbangkan atas prinsip keadilan dalam masyarakat.
Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat alquran yang dijadikan landasan
adanya jarimah takzir adalah alquran surah al-Fath ayat 8-9°:
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“Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira

dan pemberi peringatan. supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan
Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih

kepada-Nya di waktu pagi dan petang”

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menerterjemahkan: watu’aziruhu
sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat dalam bukunya Hukum Pidana Islam di

Indonesia dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai

tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah.*

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
3 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,(Y ogyakarta: Teras, 2009) , 182.
44 .

1bid., 183.
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Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah takzir, sebagai berikut;

1. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :
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“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan
seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh
Abu Daud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).”5

2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :
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“Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw
bersabda:“Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan
hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang
berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim)”. 6

3. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

°
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“Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : "Ampunkanlah gelinciran
orang-orang yang baik-baik kecuali had-had.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud,
An-Nasai, dan Baihakki).”

’CD. Mausu’ah Hadis al-Syarif, Sunan al-Nasa’i, hadis nomer 4792.
CD. Mausu’ah Hadis al-Syarif, Sahih Mouslim, hadis nomer 3222.
’CD. Mausu’ah Hadis al-Syarif, Sunan Abu Dawud, hadis nomer 3803.
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Secara umum ketiga hadis di atas menjelaskan sebagai dasar pelaksanaan

hukuman takzir, berikut penjelasan dari hadis tersebut;

1.

Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka
pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak
ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang
bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana®

Hadis kedua menjelaskan untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan
batasan hukuman ini dapatlahdiketahui mana yang termasuk jarimah dan
mana yang termasuk jarimah takzir. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat
bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr,
hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah
tersebut, termasuk jarimah takzir meskipun ada juga beberapa jarimah yang
diperselisihkan oleh para fugaha, seperti homoseksual, lesbian,dan lain-lain.’
Hadis ketiga menjelaskan bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-
orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena
biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu

yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka.

Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara

satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-

kondisi lain yang menyertainya. Perintah “Agi-/u’ itu ditunjukan kepada para

SM.Nurul Irfan, Figh Jinayah..., 14.
’ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., 184.
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pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah diserahi pelaksanaan takzir,
sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha
memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman takziritu sesuai
dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh

pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya.'’

C. Tujuan Sanksi Takzir

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku takzir mengandung aspek
kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yakni:

1. Sebagai preventif yaitu bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif
bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain
selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.

2. Sebagai represif yaitu bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif
bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku
dikenakan sanksi (jera). Oleh karena itu, sanksi takzir baik dalam tujuan sanksi
preventif dan represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak
kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

3. Sebagai kuratif (islah) yaitu sanksi takzir harus mampu membawa perbaikan
sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.

Sebagai edukatif yaitu sanksi takzir harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku

ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan

'0Ash.Shan’ Ani, Subulussalam, Terj.H.Abubakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas,2003),158.
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menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena
tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai
sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala

macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt.'!

D. Ruang Lingkup dan Pembagian Jarimah Takzir
Berikut ini ruang lingkup dalam takzir, yaitu sebagai berikut.
1. Jarimah hudud dan kisas -diyat yang terdapat syubha diahlikan ke sanksi takzir,
seperti:

Orangtua yang membunuh anaknya. Dalilnya, yaitu
S i 3y Jos s o 0 o B 0025 2ae G O 3 52k 02

Orang tidak dapat dijatuhi hukuman gishash karena membunuh anaknya.
(HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi)"

Hadis tersebut melarang pelaksanaan qishas terhadap seorang ayah yang
membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta tidak akan dikenakan
hukuman had potong tangan. Dengan adanya kedua itu menimbulkan syubhat bagi

pelaksanaan gisas dan had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut.

""" A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2000), 186.

2CD. Mausu’ah Hadis al-Syarif, Sunan al-Turmuzi, hadis nomer 1320.



P

2% o2l zo P o S e - A4 _o /&// of- & g, @ 2. e °../C¢’:.S’ 0 -
d;.é \LAM\&J}.L;\ b;)b\ A,J&M\GL@&N ) g J J A.W:!\&JC—

Py

P
H o0& 0%

a8l 3 el O 2 s SR 3 £B¥ BT a8 il sl 2 S O

“Hindarkanlah had dari orang Muslim semampumu.Jika ada alternatif lain,
maka gunakan jalan tersebut. Karena sesungguhnya imam yang salah dalam
memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman. (HR.
Al-Tirmidzi)"

2. Jarimah hudud dan kisas -diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi
takzir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan
zina.

3. Jarimah yang ditentukan alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.
misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan
pembalakan liar.

4. Jarimah yang ditentukan w/il amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan,
pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, Auman
trafficking, dan money laundering."*

Jarimah takzir terdiri dari tiga macam, yaitu dilihat dari hak yang dilanggar,
dari segi sifatnya, dari segi dasar hukum.Jarimahta’zir yang dilihat dari hak yang
dilanggar, dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah.

2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan (individu).

CD. Mausu’ah Hadis al-Syarif, Sunan al- Turmuzi, hadis nomer 1344.
“M.Nurul Irfan, Figh Jinayah..., 144.
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Dari segi sifatnya, jarimahta’zir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.

2. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

3. Takzir karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari dasar hukumnya, takzir dapat dibagi kepada tiga
bagian, yaitu:

1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah hudud dan kisas tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak
mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas syarak tetapi hukumannya
belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

3. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara’
jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, seperti pelanggaran
disiplin pegawai pemerintah.

Adapun yang dimaksud dengan jarimah takzir yang menyinggung hak Allah
adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan
umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak
memenuh.syarat, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan

jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang
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mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya

seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain."

1.

Jarimah takzir secara rinci dibagi kepada beberapa bagian, yaitu:
Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati
dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat.Apabila hukuman dimaafkan
juga maka Ulil Amri berhak menjatuhkan hukuman takzirapabila hal itu
dipandang lebih maslahat.

Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;

Menurut Imam Malik, hukuman takzir dapat digabungkan dengan kisas
dalam jarimah pelukaan, karena kisasmerupakan hak adami, sedangkan takzir
sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, takzir juga dapat
dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila kisashnya dimaafkan.

Menurut mazhab Hanafi Syafi’i dan Hanbali, takzir juga dapat dijatuhkan
terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang
(residivis), disamping dikenakan hukuman kisas.'®
Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak

Jarimah takzir yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh

zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan takzir

15 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta; Kreana Pernada, 2003), 252
' Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Pustaka Setia, 2010), 256.
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adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had,
atau terhadap syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat(objeknya).
Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti
meraba-raba, berpelukan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa
hubungan seksual, dan sebagainya.'’

4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta.

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan
perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat —syaratnya telah terpenuhi
maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk
dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan
hukuman had, melainkan hukuman takzir. Jarimah yang termasuk jenis ini
antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak
mencapai patas nisbah, meng-ghasab, dan perjudian.'®

5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi
palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang
pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk
rumah orang tanpa izin).

6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Jarimah takzir yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

' Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia..., 192.
P 1bid., 194
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a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintahan seperti spionase
dan percobaan kudeta.

b. Suap.

c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lali dalam menjalankan
kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara,
atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintahan terhadap masyarakat.

e. Melawan petugas pemerintahan dan membangkang terhadap peraturan, seperti
melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya
polisi.

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g. Pemalsuan tanda tangan stempel.

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan
pokok, mengurangi timbangan dan takaran dan menaikan harga dengan

Semena—menalg.

E. Hukum Sanksi Takzir
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi takzir. Berikut ini

penjelasanya.

Y 1bid., 196
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1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, takzir hukumannya wajib
sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk
menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak
boleh mengabaikannya.

2. Menurut mazhab Syafi’i, takzir hukumannya tidak wajib. Seorang kepala
negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak
menyangkut hak adami.

3. Menurut mazhab Hanafiyah, takzir hukumnya wajib apabila berkaitan
dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba
tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika
berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim
berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan
keputusannya itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat
maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari
hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, “Apa yang
diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum takzir berkenaan
dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia
tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahatnya bagi pelaku

kejahatan” >

* M.Nurul Irfan, Figh Jinayah..., 145.
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F. Macam — macam Sanksi Takzir

Takzir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah. Dalam
hal ini, terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nash dengan sangat jelas,
untuk tidak dijatuhkan (digunakan) sebagai sanksi. Oleh karena itu, penguasa tidak
boleh menghukum seseorang dengan sanksi tersebut. Disisi lain, nash-nash dari
alquran dan hadis telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan
ukurannya, disamping adanya perintah untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi
yang telah ditentukan itu. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa dalam masalah
takzir diatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan
sebagai sanksi. Maka, keberadaan syari’ yang telah menjelaskan sanksi-sanksi
tertentu, menunjukkan bahwa vonis berbagai macam sanksi dalam masalah
takzirdibatasi dengan sanksi yang telah dijelaskan oleh syari’. Jadi, tidak boleh
memvonis dengan sanksi-sanksi yang lain. Mengenai sanksi-sanksi yang telah
digunakan syari’ (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut:*'
1. Sanksi hukuman mati.

Khalifah boleh menjatuhkan sanksi hukuman mati dalam takzir. Meskipun
sanksi pembunuhan termasuk had (A4udud), yang ditujukan bagi pezina muhsan,
homoseksual, juga terdapat hadis yang melarang had dijatuhkan pada kasus selain

had, akan tetapi sanksi pembunuhan berbeda dengan sanksi cambuk yang ditetapkan

*! Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249.
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sebagai had. Untuk sanksi cambuk masih mungkin untuk mengurangi hadnya
(jumlah cambuknya), sedangkan sanksi hukuman mati adalah had satu-satunya.
Seorang imam boleh menjatuhkan sanksi takzir dengan sanksi hukuman mati.

Sebab, i//at ugubat (sanksi) adalah pencegahan. Firman Allah Swt:

1T 0555 vs-,-.uwvujt_,oyuawU =533

“dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS. al-Baqarah:
179).

Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa keberadaan kisas yang didalamnya
ada kehidupan, merupakan 7i//at gisas. Pencegahan merupakan 7/lat untuk
menjatuhkan sanksi. Akan tetapi seorang muslim tidak boleh melebihi dari sanksi-
sanksi yang telah ditetapkan dalam alquran dan sunnah. Sebab, Allah mengetahui
bahwa sanksi tersebut dapat mencegah. Kejahatan-kejahatan yang penetapan ukuran
sanksinya diserahkan kepada Imam, maka Imam harus menjatuhkan bentuk dan
ukuran sanksi yang memenuhi syarat pencegahan. Jika ia menjatuhkan sanksi dan ia
melihat bahwa sanksi tersebut bukanlah pencegah, maka ia wajib menjatuhkan
sanksi yang lebih berat dari sanksi tersebut hingga terwujud aspek pencegahan.
Banyak sekali kejahatan yang ditetapkan oleh syari’ rincian sanksinya bagi

kejahatan-kejahatan tersebut. Dimana tidak akan terwujud aspek pencegahan pada

kasus-kasus tersebut, kecuali dengan menjatuhkan sanksi hukuman mati. Pada
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kondisi semacam ini, imam boleh dan berhak menetapkan sanksi hukuman mati atas
kejahatan-kejahatan tersebut. Maka, dengan demikian seorang imam boleh
menjatuhkan sanksi hukuman mati dalam kasus takzir.
2. Hukuman cambuk.

Hukuman cambuk dalam jarimah hudud, baik perzinaan maupun tuduhan zina
dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama.

Adapun hukuman cambuk dalam pidana takzir juga berdasarkan alquran, hadis,
dan ijma’. Dalam alquran misalnya adalah surah an-Nisa’ ayat 34:
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34.“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Meskipun dalam ayat diatas takzir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan

oleh suami.
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Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi takzir
dengan jilid adalah sebagai berikut:
a. Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar Bin Khatab.
b. Percobaan perzinaan.
c. Pencuri yang tidak mencapai nishab.
d. Kerusakan akhlak.
e. Orang yang membantu perampokan.
f. Jarimah-jarimah yang diancam dengan cambuk sebagai had, tetapi padanya
terdapat syubhat.
g. Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan
takzir menjadi empat bagian, yaitu:
i.  Ashraf al-ashraf (orang yang paling mulia)
ii.  Al-ashraf(mulia)
iii.  Al-ausat (pertengahan)
iv.  Al-sufla(para pekerja kasar)
Bagi orang yang termasuk kelompok keempat lebih efektif dijatuhi hukuman
jilid dari pada hukuman denda.**
1. Jumlah Maksimal Cambuk Dalam Takzir.
Dalam mazhab Hanafi takzir itu tidak boleh melampaui batas hukuman had.

Meskipun dalam penerapannya mereka berbeda pendapat.Abu Hanifah berpendapat

* H.A. Djazuli, Figih Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,)..., 196.
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tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk, mengingat bahwa cambuk bagi peminum
khamr adalah 40 kali.Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa maksimalah jumlah
cambuk dalam takzir adalah 79 kali, mengingat jumlah cambuk bagi penuduh zina
adalah 80 kali.

Di kalangan mazhab Syafi’i hukuman takzir dengan cambuk juga harus kurang
dari jilid dalam had. Disamping itu, ada juga sebagian ulama Syafi’iyah dan
hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah cambuk dalam takzir tidak boleh lebih
dari sepuluh kali.

Hanya ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa sanksi takzir yang berupa
cambuk boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka karena
Umar Bin Khatab telah mencambuk Mu’in Zaidah yang memalsukan stempel baitul
mal dengan 100 kali cambuk. Juga imam ali juga pernah menjilid orang yang minum
khamr pada siang hari bulan ramadhan dengan 80 kali cambuk dan ditambah dengan
20 kali cambuk sebagai takzir berbukanya puasa.

Dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahnya.Sebagai contoh bila jarimahnya
itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman takzirnya kurang dari 100 kali
cambuk, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman
maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali cambuk.

2. Batas terendah cambuk dalam takzir
Batas terendah bagi cambuk dalam takzir termasuk masalah ijtihad. Oleh

karena itu, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Diantara pendapat ulama
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tentang ini adalah pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan cambuk sebagai
sanksi takzir bahwa batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang
preventif dan yang represif bagi umat.

Ulama lain menyatakan batas terendah bagi cambuk dalam takzir adalah satu
kali cambuk. Ulama lain lagi menyatakan tiga kali cambuk dan Ibnu Qudamah
menyebutkan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan
kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, waktunya, dan
pelaksanaannya.Pendapat Ibnu Qudamah ini lebih baik, tetapi perlu tambahan
ketetapan Ulil Amri sebagai pegangan semua hakim.*

3. Cara pelaksanaan cambuk dalam takzir.

a. Alat cambuk.

Untuk mencapai tujuan pemberian sanksi, maka alat yang digunakan adalah
cambuk yang tidak menyebabkan kerusakan yang tidak wajar pada diri si terhukum.
Para ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut mu’tadil (pertengahan), yaitu
tidak kering juga tidak basah.

Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah akan mencambuk seseorang,
diberikan kepada beliau cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang
agak besar. Lalu diberikan kepada baliau cambuk yang besar, tetapi beliau
menyebutkan terlalu besar dan menyatakan bahwa cambuk yang pertengahan antara

kedua cambuk itulah yang digunakan.

B 1bid., 198.
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Atas dasar ini, maka Ibn Taimiyah berpendapat bahwa untuk cambuk itu harus
digunakan cambuk yang sedang, karena sebaik-baiknya perkara adalah yang
pertengahan.

b. Sifat cambuk.

Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa cambuk dalam takzir harus
dicambukkan lebih keras dari pada cambuk dalam had, agar dengan takzir si
terhukum akan menjadi jera dan karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had.
Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan.
Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam hudud dan
dalam takzir.

Pendapat para ulama yang selain Hanafiyah inilah yang lebih untuk diikuti,
karena cara menurut ulama Hanafiyah itu dapat menimbulkan ketidak adilan.
Disamping itu, para ulama juga membahas tentang bagian tubuh yang menjadi
sasaran takzir. Ada yang berpendapat bahwa cambukan itu boleh diarahkan secara
berpindah-pindah pada bagian-bagian tubuh yang diperkenankan.

Apabila orang yang dihukum takzir itu orang laki-laki, maka baju yang
menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka, sedangkan bila si terhukum
itu orang perempuan, maka bajunya tidak boleh dibuka. Cambuk tidak boleh
diarahkan ke muka, kemaluan, dan kepala, biasanya diarahkan ke
punggung.Sesungguhnya larangan Rasulullah memukul muka, kepala dan kemaluan

mengandung makna bahwa takziritu tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan
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mengakibatkan hal-hal yang diluar makna hukuman takzir yang hanya memberi
pelajaran dan tidak untuk merusak.*

c. Keistimewaan sanksi cambuk.

Keistimewaan sanksi cambuk antara lain yaitu:

i. cambuk itu lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena
dapat dirasakan langsung secara fisik, terutama bagi orang-orang yang
tidak merasa takut dengan bentuk sanksi lainnya.

ii. Sanksi badan cambuk dalam takzir itu bukan sanksi yang kaku,
melainkan suatu sanksi yang sangat fleksibel. Artinya, bisa berbeda-beda
jumlahnya sesuai dengan perbedaan jarimah dengan tetap
memperhatikan kondisi si terhukum.

iii. Penerapannya sangat praktis, tidak membutuhkan banyak biaya.

iv. Cambuk dalam takzir lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa
sanksi itu bersifat pribadi terhadap si terhukum saja, tidak membawa
akibat terhadap orang lain, karena sesudah dilaksanakan sanksi badan
yang berupa cambuk si terhukum langsung dapat dilepas dan dapat
bekerja seperti biasanya, sehingga tidak perlu kepada keluarganya.

3. Hukuman penjara.
Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan

pandangan hukum positif.Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai

X Ibid., 200.
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hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Hukuman pokok
dalam syari’at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah
hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai
ringan saja atau yang sedang-sedang saja.walaupun dalam prakteknya dapat juga
dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya.Hal ini karena
hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut
pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dalam hukum positif, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok
(hukuman utama), sanksi segala macam jarimah (tindak pidana) dikenakan hukuman
penjara. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya
pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini
dalam prakteknya sangat mahal dan termahal dibanding semua jenis
hukuman.Banyaknya pelaku jarimah, menyebabkan ruang penjara menjadi tidak
dapat menampung jumlah populasi penghuninya dan ini dapat menyebabkan
narapidana hidup berdesakan atau setidaknya memerlukan ruang-ruang tambahan
dalam penjara, bahkan memerlukan perluasan atau pendirian rumah-rumah penjara
yang baru.

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari
hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah

terhukum menjadi lebih baik.Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan tujuan



43

tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman
cambuk.
Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu:>

a. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya
hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama
berbeda pendapat mengenai berapa lama hukuman penjara terbatas, ada yang
mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan
paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukuman buang pada jarimah zina
yang lamanya satu tahun.Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa
lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman takzir adalah hak
penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu
hari.

b. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang dapat berlaku
sepanjang hidup, sampai mati atau si terhukum bertobat, dengan berbagai
indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam
pembunuhan, homoseksual, pencurian yang ketiga kalinya, penyihir dan lain-
lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi

tindak kriminal yang berat saja.*®

» H.A. Djazuli, Figih Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)..., 206.
2® Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 161.
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4. Hukuman pengasingan.
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku

tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan surah al-Ma’idah ayat 33:
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33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan
di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Meskipun hukuman pengasingan termasuk hukuman had, namun dalam
praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir. Diantara
jarimah yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku waria,
yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.
Demikian tindak pidana pemalsuan terhadap alquran, pemalsuan stempel baitul mal,
seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khatab terhadap Mu’an Ibn
Zaidah yang pernah mengasingkannya setelah sebelumnya dikenakan hukuman jilid.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang
dikhawatirkan berpengaruh berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus

dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.
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Lamanya pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan para fugaha. Menurut
Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar
tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.
Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab
pengasingan disisni merupakan hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan
batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).?’
5. Salib.

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan
adalah hukuman mati.Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Hal ini
berdasarkan firman Allah Swt:

sl 315l of

“hanyalah mereka dibunuh atau disalib,”(QS. al-Ma’idah: 33).%*

“Au’ (atau) disini bermakna “wawu’ (dan), yakni dibunuh dan disalib, atau
dibunuh tetapi tidak dengan penyaliban. Penyaliban tidak boleh dijadikan sebagai
sanksi yang berdiri sendiri. Karena, hal itu merupakan penyiksaan. Nabi saw. telah
melarang menyiksa binatang, oleh karena itu pelarangan (menyiksa) kepada manusia
lebih utama lagi. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi SAW.pernah

menyalib seseorang sebagai takzir, namun mereka tidak menyebutkan sanadnya.

*" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 264
** Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, 113.
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Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang salib telah menetapkan salib seteleh
prosesi pembunuhan. Dalam hal ini, hukum syarak telah menyatukan sanksi tersebut
dengan pembunuhan, adanya pembunuhan dengan cara selain penyaliban.

Penyaliban berlaku bagi orang yang dijatuhi hukuman mati.Dan bagi orang
tersebut (yang dijatuhi hukuman mati), boleh dijatuhi dengan hukuman mati dan
salib.Jadi, hukum penyaliban selalu bergandengan dengan hukuman mati.”

6. Pemboikotan atau pengucilan.

Pemboikotan atau pengucilan yaitu melarang pelaku untuk berhubungan
dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan
pelaku. Hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa
kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem
masyarakat terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-
masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan
tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikut sertakan dalam kegiatan
kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

7. Pemecatan.

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan

memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat

pemberhentian dari pekerjaannya itu.

# Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam..., 268.



47

Hukuman takzir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini
diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah baik yang berhubungan
dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Seperti, pegawai
yang menerima suap, melakukan korupsi, melakukan kezaliman teradap bawahan
atau rakyat, dan lain sebagainya.

Apabila seorang pegawai melakukan hudud, atau takzir tertentu seperti
menerima suap maka disamping dikenakan hukuman had sesuai dengan jenis
jarimahnya atau hukuman takzir, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara
otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Ini merupakan pendapat
shahih dari mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Mu’tazilah.Tetapi menurut zahirnya mazhab
Hanafi, pemecatan tersebut tidak berlaku secara otomatis, melainkan perlu ada
keputusan hakim tentang pemecatan terhukum, disamping keputusan hakim tentang
hukuman hudud atau hudud atau takzir untuk jarimah yang dilakukannya.*

8. Pengumuman kesalahan secara terbuka (Az-7ashir).

Dasar hukum untuk pengumuman kejahatan sebagai hukuman takzir adalah
tindakan umar terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu
keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam alquran sanksi zina itu harus
disaksikan oleh sekelompok orang mukmin dan hal ini sudah mengandung makna

tasyhir.

3% Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, 270.
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Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu
diperbolehkan. Kasus tersebut pernah dilakukan oleh Qadhi Syuraih yang pernah
menjadi hakim dan memberi keputusan hukum kepada seorang saksi palsu sambil
diumumkan kepada kaumnya bahwa ia saksi palsu. Dalam mazhab Syafi’i
pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar agar orang-
orang pasar tahu bahwa ia seorang pencuri.

Dengan demikian, menurut fugaha sanksi takzir yang berupa pengumuman
kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar
orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini diharapkan memiliki
daya represif (menjerakan setelah terjadinya perbuatan) dan preventif (mencegah

sebelum terjadinya perbuatan).’'

3! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Jakarta; Akademika Pressindo Bandung, 2000), 168.



